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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan SAMSAT  ditempat umum 
terhadap kemauan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 157 wajib pajak orang pribadi kendaraan bermotor roda empat 
dan roda dua di SAMSAT Kota Palembang. Data yang digunakan berupa data primer yang diambil 
berdasarkan kuisioner yang disebarkan dengan teknik insidental sampling yaitu teknik penentuan 
sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 
sebagai sampel bila orang tersebut dianggap cocok sebagai sumber data. Teknik analisis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. 
Hasil dari penelitian diatas menunjukan bahwa pelayanan SAMSAT ditempat umum 
berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, 
dengan nilai thitung  sebesar 6,380 signifikasi 0.000< 0.05, maka H0 diterima yang artinya Pelayanan 
samsat ditempat umum (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Kemauan wajib pajak (Y).   
 
Kata Kunci: Pelayanan SAMSAT ditempat umum, Kemauan wajib pajak, Pembayaran pajak 
kendaraan bermotor 
Abstract 
This study aims to determine the effect of SAMSAT services at public space about the 
willingness of taxpayers to pay the vehicle tax in Palembang. Using the samples of 157 car and 
motorcycle personal taxpayers at Palembang SAMSAT service. The primary data used in this study is 
based on questionnaire distributed by incidental sampling technique, that is a sampling technique 
based on incidental, meaning anyone who accidentally meet with researcher can be used as a sample if 
he/she matches the criteria as a data source. Analyzing technique used in this study is analysis of 
simple regression linie analysis. 
 The result of this study showed that SAMSAT services at public space have a significant 
impact to the willingness of the taxpayers to pay their vehicle tax. Based on the results of the above 
research, SAMSAT service at public space have a significant effect space about the willingness of 
taxpayers to pay the vehicle, with of value t arithmetic of 6,380 with a significant value of 0.000<0.05, 
then H0 accepted which means SAMSAT service at public space (X) have a significant effect on 
willingness to pay taxes (Y). 
 
Keyword:SAMSAT Service at public space, willingness to pay taxes, vehicle tax 
payment 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak daerah merupakan 
dasar dari realisasi pelaksanaan otonomi daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, menyatakan 
pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi atas beberapa jenis diantarannya yaitu Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Beermotor (PKB) merupakan pajak yang 
berpotensi dalam penerimaan negara yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. 
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Kota Palembang merupakan salah satu kota terbesar di indonesia dengan jumlah 
penduduk sebanyak 3.204.142 jiwa, yang berkembang terus menerus setiap tahun (bps, 2018). 
Perkembangan tersebut secara langsung berdampak terhadap masyarakat untuk memiliki 
kendaraan bermotor dengan meningkatnya jumlah kendaraan tentunya dapat dimanfaatkan 
oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berikut data perkembangan 
jumlah kendaraan bermotor di kota Palembang tahun 2013-2017 
 
 
Tabel 1.1 
 Data Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Palembang  
Tahun 2013-2017 
Tahun Roda 2 Roda 4 Jumlah 
2013 768.375 208.826 977.201 
2014 834.810 226.696 1.061.506 
2015 877.947 243.647 1.121.594 
2016 888.449 254.698 1.143.147 
2017 924.459 258.511 1.182.970 
                Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan, 2018 
Dari  data diatas dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor di kota Palembang dari 
tahun 2013-2017 terus meningkatkan. Banyaknya kendaraan di kota Palembang harusnya 
membuat pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan dari sektor ini, akan tetapi 
pemerintah masih belum bisa memaksimalkan penerimaan pendapatan dari sektor ini. Hal ini 
dikarenakan pemungutan pajak bukanlah pekerjaan yang terbilang mudah untuk dikerjakan, 
disamping peran aktif dari para petugas pajak, juga dibutukan kemauan untuk membayar pajak 
tanpa ditagih terlebih dahulu, maka mereka akan secara sukarela mau untuk memenuhi 
kewajibannya dalam  melunasi pajak mereka. 
 
Tabel 1.2  
Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Palembang Yang Melakukan Pembayaran 
Tahun 2013-2017 
Tahun Roda 2 Roda 4 Jumlah 
2013 380.755 145.934 526.689 
2014 401.742 158.108 559.850 
2015 399.501 161.522 561.023 
2016 385.822 164.912 550.734 
2017 394.435 172.329 566.764 
              Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan, 2018 
Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih rendah. Hal ini 
dikarenakan baru 50% wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajaknya. Menurut 
data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA Provinsi Sumsel), menyatakan bahwa mampir 
separuh pemilik kendaraan masih tidak patuh dalam membayar pajak. Atau diperkirakan 
sebanyak 1,5 juta kendaraan menunggak dari total unit yang ada. (Republika,2017). 
Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan penghimpunan Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB), Pemprov Sumsel  bersama Dirlantas Polda Sumsel, Jasa Raharja 
cabang Sumsel Babel meluncurkan program pelayanan Samsat Keliling, Samsat Corner dan 
payment point. Hal ini sebagai bentuk upaya pendekatan kepada masyarakat serta memberikan 
pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelayanan ini memberikan kemudahan bertransaksi 
membayar pajak, sehingga berdampak pada meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
melalui PKB, serta menjangkau masyarakat dan memberikan kesadaran kepada masyarakat 
akan pentingnya membayar pajak. Samsat Corner yang berada di 4 Mall di Kota Palembang 
yakni PTC Mall, Palembang Indah Mall, Palembang Square Mall, dan OPI Mall dengan waktu 
pelayanan  mengikuti operasional Mall yakni dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.  
Layanan ini kedepannya akan lebih bervariasi dan lebih banyak lokasi tempat membayar pajak 
bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang . (Media Indonesia,2017) 
 Pada tahun 2017 mulai terjadi kenaikan tarif kendaraan bermotor,terhitung dari 6 januari 
2017,  pemerintah mulai menerapkan peraturan pemerintah 60 tahun 2016 sebagai pengganti 
peraturan pemerintah tahun 2010. Berdasarkan peraturan pemerintah, pemerintah menetapkan 
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kenaikan pajak kendaraan bermotor lebih dari 100%. Aturan tersebut berkenan mengenai jenis 
tarif kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerbitan STNK kendaraan 
bermotor,penerbitan tanda kendaraan bermotor, serta penerbitan buku kendaraan bermotor 
(BPKB)  (waktuku,2017).  
Untuk memacu pendapatan asli daerah (PAD) dari sumber pajak kendaraan bermotor 
(PKB) pada 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melalui Badan 
Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat melakukan berbagai terobosan inovatif. Setelah 
melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor selama September-Desember 2016, 
kali ini Bapenda Sumsel melakukan pembayaran PKB di pusat perbelanjaan atau mall yang 
ada di Kota Palembang. Pada 2017 Bapenda Sumsel akan melaksanakan program payment 
point dengan memperluas tempat dan pelayanan pajak kendaraan bermotor dan pengesahan 
surat tanda nomor kendaraan atau STNK serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas 
jalan atau SWDKLLJ. Untuk melaksanakan program payment point  Bapenda Sumsel bekerja 
sama dengan pusat perbelanjaan atau mall di Kota Palembang. Payment Point atau tempat 
pembayaran PKB di mall bertujuan memberikan kemudahan wajib pajak kendaraan bermotor 
untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak di Sumsel. Untuk peluncuran payment point 
di mall tersebut Bapenda akan melibatkan tim pembina Samsat (Sistem Administrasi 
Manunggal Satu Atap) (Republika, 2017).  
Berikut ini data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota palembang 
tahun 2013-2017. 
Tabel 1.3  
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang 
Tahun 2013-2017 
TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE 
2013 301.765.700.000 304.887.610.575 101,03% 
2014 346.797.700.623 348.181.159.150 100,40% 
2015 360.000.422.835 374.726.743.084 104,09% 
2016 480.043.066.224 394.832.220.680 82,25% 
2017 395.074.375.785 408.967.939.037 103,52% 
  Sumber: BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan, 2018 
Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadi target dan realisasi penerimaan pajak 
kendaraan bermotor dari tahun 2013-2017 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2016 
realisasi yang diterima belum mencapai target yang telah di tetapkan. 
   Berdasarkan uraian diatas masih banyak perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya. Maka 
penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kemauan wajib pajak dalam membayar 
pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menjadikan variable 
sosialisasi perpajakan sebagai variable moderating dan menggunakan wajib pajak kendaraan 
bermotor sebagai responden penelitian, maka judul proposal skripsi ini adalah 
“PENGARUH PELAYANAN SAMSAT DI TEMPAT UMUM TERHADAP 
KEMAUAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR DI KOTA PALEMBANG” 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam 
penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh pelayanan samsat di tempat umum terhadap kemauan 
wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang”. 
 
1.3  Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada penelitian ini adalah: 
1. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pelayanan samsat ditempat umum 
2. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kemauan wajib pajak 
3. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2013-2017 
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4. Berdasarkan data yang diperoleh wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 oleh karena 
itu responden dalam penelitian ini wajib pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 di 
SAMSAT Palembang 1 
 
 
 
 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 
“bagaimana pengaruh pelayanan samsat di tempat umum terhadap kemauan wajib pajak dalam 
pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang”. 
 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Perilaku Rencana (Theory Of Planned Behaviour) 
 Dalam Theory Of Planned Behaviour) terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi 
niat seseorang terhadap perilaku, yaitu: 
a. Behavioural Belief 
merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku evaluasi atau penilian terhadap 
hasil perilaku tersebut. 
b. Normative Belief 
Keyakinan Individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi 
referensi seperti keluarga, teman, atasan atau konsultan pajak untuk menyetujui atau 
menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. 
c. Control Belief 
Keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, 
serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat pesepsinya atas perilaku. 
 
2.1.2 Kantor Bersama SAMSAT 
 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), merupakan suatu sistem 
administrasi yang dibentuk guna memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan 
masyarakat yang  kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. SAMSAT merupakan 
suatu sistem kerjasama secara terpadu antara polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa 
Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan 
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor 
yang dinamakan Kantor Bersama Samsat. 
 
2.1.3 Layanan Kantor Bersama SAMSAT 
 Dalam Standar Pelayanan Publik Kantor Bersama SAMSAT di Kota Palembang 
(2011), jenis layanan unggulan Samsat sebagai berikut: 
1. SAMSAT Drive Thru merupakan layanan pengesahan STNK, Pembayaran PKB, dan 
SWDKLLJ memungkinkan Wajib Pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari 
kendaraan bermotor yang dikendarainya. 
2. SAMSAT Link merupakan layanan pada Kantor Bersama SAMSAT dengan 
menggunakan sistem jaringan interkoneksi. 
3. SAMSAT Keliling merupakan layanan pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan 
SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu 
tempat ke tempat lainnya. 
4. SAMSAT Pembantu merupakan layanan yang bersifat permanen di luar gedung 
Kantor Bersama SAMSAT yang merupakan sub sistem dari Kantor Bersama 
SAMSAT induk. 
5. Layanan delivery merupakan layanan pengesahan STNK, Pembayaran PKB, dan 
SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang akan mendatangi subyek 
dan obyek pajak berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui media 
komunikasi telepon,handphone dan email. 
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6. Layanan Payment Point merupakan layanan pada Kantor Bersama SAMSAT yang 
dilakukan di tempat-tempat yang strategis. 
7. SAMSAT Corner merupakan layanan pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan 
SWDKLLJ yang berada di pusat perbelanjaan seperti mall,supermarket dan 
hypermart. 
 
 
 
2.1.4 Pengertiaan Pajak 
       Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, tentang KUP, 
pajak merupakan kotribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
 
2.2 Pajak Kendaraan Bermotor 
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan atas penguasaan kendaraan 
bermotor. Sedangkan definisi kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan disemua jenis darat, dan digerakkan oleh pelayan teknik berupa 
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,termasuk alat-alat besar yang dalam 
operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan 
bermotor yang dioperasikan di air. 
Berdasarkan definisi di atas pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis 
pajak daerah yang pajaknya atas kepemilikan kendaraan bermotor itu sendiri. 
Menurut Zuarida (2011, h.33) dalam lestari (2016) menyatakan yang menjadi objek pajak kendaraan 
bermotor yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan subjek pajak 
kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai bermotor. 
 
2.2.1  Objek dan Subjek Kendaraan Bermotor 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 terdapat 
objek dan subjek kendaraan bermotor, yaitu: 
1. Objek pajak kendaraan bermotor merupakan kepemilikan dan atau penguasan kendaraan 
bermotor yang terdaftar di daerah. 
2. Subjek pajak kendaraan bermotor merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki 
kendaraan bermotor. 
 
2.2.2 Objek Yang Tidak Dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor 
Adapun objek yang tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor yang diatur menurut 
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011, yaitu: 
1.Kereta Api 
2.Kendaraan bermotor yang hanya semata mata untuk keperluan pertahanan serta 
keamanan negara. 
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh konsulat, perwakilan negara asing, kedutaan dan 
lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. 
4. Kendaraan bermotor dalam kondisi rusak berat sehingga tidak bisa dioperasikan serta 
telah dilaporkan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan Daerah. 
5. Kendaraan bermotor milik wisatawan/pelancong dari luar daerah yang berada di wilayah 
provinsi paling lama 3 bulan berturut terhitung mulai masuk wilayah. 
6. Kendraan bermotor yang dimiliki pabrikan serta importer yang semata mata dipamerkan 
atau dijual. 
7. Kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal yang dikuasai atau disita oleh 
negara. 
 
2.3 Fungsi  Pajak 
   Menurut Siti Resmi  (2017, h.3) fungsi pajak terbagi menjadi 2 yaitu: 
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 
6 
 
 
 
    Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber 
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun 
pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya mmemasukkan 
uang seanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara 
ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 
berbagai jenis pajak, sepperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), dan 
sebagainya. 
2. Fungsi  Regularend (Pengatur) 
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai 
tujuan-tuuan tertentu di luar bidang keuangan. 
2.3.1 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011, 
dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yaitu hasil perkalian dari dua unsur 
pokok, yaitu: 
1. Nilai jual kendaraan bermotor 
2. Bobot yang mencerminkan secara relaltif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran 
lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. 
2.3.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 
   Perhitungan tarif pajak kendaraan bermotor diatur menurut Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011, yaitu: 
1.Untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi sebesar 1.5% 
2.Untuk kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% 
3.Untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, 
pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintahan Daerah sebesar 0,5 
4. Untuk kendaraan bermotor alat berat dan besar sebesar 0,2% 
2.3.3 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor 
 Perhitungan pajak kendaraan bermotor diatur menurut  
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomoor 3 Tahun 2011, yaitu: 
1. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara 
progeresif 
2.Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 besarnya, yaitu: 
   a. Kepemilikan kedua 2% 
 b. Kepemilikan ketiga2,25% 
 c. Kepemilikan keempat dan seterusnya 2,5% 
3. Tarif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dikenakan terhadap 
kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3, kecuali motor besar dengan isi 
silinder 500 cc keatas dan milik badan. 
4. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama 
5.  Dikecualikan terhadap kendaraan bermotor usia 15 tahun ke atas tidak dikenakan 
tarif progresif. 
6. Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari daerah lain ke dalam 
provinsi, wajib pajak harus melampirkan bukti pelunasan PKB daerah asalnya 
berupa surat keterangan fiskal antar daerah. 
Tabel 2.1 Data Kenaikan Tarif Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang 
No Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak 
Tarif Lama PP 50 
Tahun 2010 
Tarif Baru PP 60 
Tahun 2016 
1 Penerbitan Surat Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor (STNK) 
 Roda 2 Atau Roda 3  
Baru 
Perpanjangan 
 Roda 4 Atau Lebih 
Baru 
Perpanjangan 
 
 
 
Rp 50.000.,00 
Rp 50.000,00 
 
Rp 75.000,00 
Rp 75.000,00 
 
 
 
Rp 100.000,00 
Rp 100.000,00 
 
Rp 200.000,00 
Rp 200.000,00 
2 Pengesahan Surat Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor (STNK) 
 Roda 2 Atau Roda 3 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 Roda 4 Atau Lebih - 
- 
Rp 25.000,00 
Rp 50.000,00 
3 Penerbitan Surat Tanda Coba 
Kendaraan Bermotor (STCK) 
 Roda 2 Atau Roda 3 
 Roda 4 Atau Lebih 
 
 
Rp 25.000,00 
Rp 25.000,00 
 
 
Rp 25.000,00 
Rp 50.000,00 
4 Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor (TNKB) 
 Roda 2 Atau Roda 3  
 Roda 4 Atau Lebih 
 
 
Rp 30.000,00 
Rp 50.000,00 
 
 
RP 60.000,00 
Rp 100.000,00 
5 Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor (BPKB) 
 Roda 2 Atau Roda 3  
Baru 
Ganti Kepemilikan 
 Roda 4 Atau Lebih  
Baru 
Ganti Kepemilikan 
 
 
 
Rp 80.000,00 
Rp 80.000,00 
 
RP 100.000,00 
RP 100.000,00 
 
 
 
Rp 225.000,00 
Rp 225.000,00 
 
Rp 375.000,00 
Rp 375.000,00 
6 Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan 
Bermotor Luar Daerah 
 Roda 2 Atau Roda 3  
 Roda 4 Atau Lebih 
 
 
 
 
Rp 75.000,00 
Rp 75.000,00 
 
 
 
Rp 150.000,00 
Rp 250.000,00 
7 Penerbitan Surat Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor Lintas Batas 
Negara (STNK-LBN) 
 Roda 2 Atau Roda 3 
Baru 
Perpanjangan 
 Roda 4 Atau Lebih 
Baru 
Perpanjangan 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
Rp 100.000,00 
Rp 100.000,00 
 
Rp 200.000,00 
Rp 200.000,00 
8 Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor Lintas Batas Negara 
(STNK-LBN) 
 Roda 2 Atau Roda 3 
 Roda 4 Atau Lebih 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
Rp 100.000,00 
Rp 200.000,00 
9 Penerbitan Nomor Registrasi 
Kendaraan Bermotor  
(NRKB) Pilihan 
1. NRKB Pilhan 1 (satu) angka 
a. Tidak ada huruf belakang (blank) 
b. Ada huruf dibelakang angka 
2. NRKB Pilihan 2 (dua) angka 
a. Tidak ada huruf belakang (blank0 
b. Ada huruf dibelakang angka 
3. NRKB Pilihan 3(tiga) angka 
a. Tidak ada huruf belakang (blank) 
b. Ada huruf dibelakang angka 
4.NRKB Pilihan 4(empat) angka 
a. Tidak ada huruf belakang (blank) 
b. Ada huruf dibelakang angka 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
Rp 20.000.000,00 
 
Rp 15.000.000,00 
 
Rp 15.000.000,00 
 
Rp 10.000.000,00 
 
Rp 10.000.000,00 
 
Rp 7.500.000,00 
 
 
Rp 7.500.000,00 
 
Rp 5.000.000,00 
Sumber: waktuku,2017 
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KEMAUAN WAJIB PAJAK DALAM 
PEMBAYARAN PAJAK 
KENDARAAN BERMOTOR 
2.4 Kemauan Membayar Pajak 
 Menurut Setyonugroho (2014, h.14) kemuan membayar pajak (Willingness to pay tax) dapat 
diartiakan sebagai suatu nilai atau tindakan untuk secara sukarela yang dilakukan oleh wajib pajak 
dengan mengeluarkan uang (yang sesuai peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan 
dipergunakan untuk keperluan umum negara dengan mndapatkan suatu timbal balik secara 
langsung dari negara. Kemauan membayar pajak di artikan bahwa wajib pajak rela untuk 
melaksanakn kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak. Kemauan seseorang didasari 
pada kesadaran dari dalam diri sendiri. 
 Mengingat pentingnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan salah satu 
faktor yang harus ditumbuhkan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai 
warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika seorang wajib 
pajak telah memiliki dasar dari kesadaran yang kuat bahwa setiap warga negara wajib 
melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaki, maka wajib 
pajak akan merasa tidak terbebani dalam membayar pajak. 
 
 
 
2.5 Kerangka Pemikiran 
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 
berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai hal yang penting. Penelitian ini menjelaskan 
hubungan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar dengan 
sosialisasi perpajakan sebagai moderating. Berikut kerangka pemikiran penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sumber penulis, 2018 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
2.6    Hipotesis 
Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan dan penelitian terdahulu maka didapatkan 
hipotesis, yaitu: 
H1: Pelayanan Samsat Di Tempat Umum Berpengaruh Terhadap Kemauan 
Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota 
Palembang 
 
III. METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Menurut Sugiyono (2016, h.7-8), menyatakan pendekatan penelitian menurut jenisnya 
dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian Kualitatif  
 Metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode baru, disebabkan popularitasnya 
belum lama, dinamakan metode postpositivitik karena berlandaskan pada filsafat 
postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih 
bersifat seni/kurang terpola, serta disebut metode interprestasi terhadap dua yang ditemuka di 
lapangan. 
2. Penelitian Kuantitatif 
  Metode penelitian kuantitatif dinamakan metode tradisional,karena metode ini sudah 
cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini 
disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini 
disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis 
menggunakan statistik. 
PELAYANAN 
SAMSAT DI 
TEMPAT UMUM 
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 Pada penelitian ini,  jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian 
kuantitatif karena menekankan pada aspek pengukuran dengan cara yang obyektif terhadap 
fenomena sosial 
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
 
1. Objek Penelitian  
 Menurut Sugiyono (2016, h.12) Objek penelitian adalah “Suatu atribut atau sifat atau 
nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Objek dari penelitian ini adalah 
Samsat di tempat umum Kota Palembang. 
2. Subjek Penelitian  
 Subjek Penelitian merupakan segala sesuatu yang penting kedudukannya di dalam  
penelitian, subjek penelitian harus didata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. 
Subjek penelitian ini adalah BAPENDA Kota Palembang. 
3.3 Jenis Data 
Menurut Sunyoto (2016, h.21) jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah 
penelitiannya. 
 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari 
sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku 
yang ada hubungannya dengan obyek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan 
data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil kuesioner. Sedangkan 
sekunder digunakan dalam pengambilan data wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di 
BAPENDA Kota Palembang. 
3.4 Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
    Menurut Sugiyono (2016, h.80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
Objek/Subjek yang mempunyainkualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, 
tetapi juga obyek dan benda-benda alam lain. 
Sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya maka, penelitian ini 
menggunakan populasi seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak 
kendaraan yang menggunakan fasilitas samsat di tempat umum . Untuk menentukan ukuran 
sampel wajib pajak yang terdaftar di Samsat umum atau Samsat Corner. 
2. Sampel 
 Sampel Menurut Sugiyono (2016, h.80) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang     
dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
Nonprobability Sampling dengan teknik Insidental Sampling yaitu teknik penentuan sampel 
berdasarkan kebetulan, siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 
sebagai sampel bila orang tersebut dianngap cocok sebagai sumber data. Dalam menentukan 
ukuran sampel, penelitian ini menggunakan rumus Slovin agar bisa diketahui berapa jumlah 
sampel yang diambil. 
3.5 Teknik Pengumpulan  
Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling strategis dalam 
melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Data primer dikumpulkan dengan metode survey menggunakan media angket 
(kuesioner), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien dan cocok digunakan 
bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Untuk 
mengukur pendapat responden, digunakan skala likert menggunakan lima angka 
penilaian (Indrianto dan Supomo, 2016, h.104), sebagai berikut : 
a. Kategori Sangat Setuju (SS) dengan skor 5 
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b. Kategori Setuju (S) dengan skor 4 
c. Kategori Netral dengan skor 3 
d. Kategori Tidak Setuju (TS) dengan skor 2 
e. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1 
 
 
 
 
3.6. Uji Kualitas Data 
3.6.1 Uji Validitas  
Suatu instrumen dikatakan valid apabila r hitung > r tabeldan instrumen dikatakan 
tidak valid apabila r hitung < r tabel sesuai dengan metode Corrected Item-Total 
Correlations. 
 
3.6.2 Uji Reliabilitas  
Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran 
tertentu. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0,7 
(Ghozali, 2016 hal:43). 
3.7 Metode Analisis Data 
3.7.1 Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2016, hal:154) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
 
3.7.2 Uji Heteroskedasrisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan kepengamatan lain. Jika varian 
dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 
dan model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
3.7.3 Analisis Regresi Linear Sederhana 
Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel 
independen (X) dengan variabe ldependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah 
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau 
negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 
independen mengalami kenaikan atau penurunan. 
3.8 Uji Hipotesis 
3.8.1  Uji Statistik t (Parsial) 
  
Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel bebas secara 
individual dalam menjelaskan variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan signifikansi level 0,05 (α=5%) menurut Ghozali (2016, h.98). kriteria 
diterima atau ditolaknya hipotesisi dilakukan dengan : 
1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 
tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsialvariabel 
 
3.8.2 Uji Koefisiensi Determinasi (R
2
) 
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menjelaskan variasi variabel terikat dan dapat digunakan untuk 
mengetahui seberapa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 
menurut Ghozali (2013, h.97). Rumus yang digunakan dalam uji koefisien determinasi 
adalah sebagai berikut: 
KD = R
2
 X 100% 
 
 
Keterangan : 
KD=Koefisien Determinasi 
R
2
= Koefisien Korelasi 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Sistem administrasi manunggal satu atap atau biasa disingkat menjadi SAMSAT 
merupakan suatu sistem kerja sama terpadu antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi, PT. 
Jasa Raharja (Persero), dan Kepolisian Republik Indonesia. Latar belakang munculnya 
SAMSAT di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga 
Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan dan Keamanan ABRI, dan Menteri 
dalam negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP-1693/MK/IV/12/1976:311 Tahun 1976 
tentang peningkatan kerja sama antara Pemerintahan Daerah Tingkat I, Aparat Departemen 
Keuangan, Komandan Daerah Kepolisian dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak kendaraan 
bermotor. Adapun dasar hukum pembentukan SAMSAT di Indonesia yaitu Intruksi Bersama 
Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
INS/03/M/X/1999, Nomor 6/IMK.014/1999, Nomor 29 Tahun 1999 tentang pelaksanaan 
Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor 
Kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, 
Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor,  Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sumbangan Wajib Dana Keelakaan Lalu Lintas Jalan. 
Dibentuknya SAMSAT dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada 
masyarakat untuk pengurusan regrestrasi kendaraan bermotor, SWDKLLJ, dan pembayaran 
pajak, maka dari itu dibentuklah Kantor  SAMSAT. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SAMSAT berpedoman pada Direktur 
Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Surat Keputusan Bersama Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor 
SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor SKEP/02X/1999 tentang pedoman Tata Laksana 
Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendraan 
Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dan Kecelakaan Lalu Lintas 
Jalan. 
Di dalam SAMSAT terdapat tiga instansi yang berbeda yaitu Badan Pendapatan 
Daerah Provinsi, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, dan PT. Jasa Raharja (Persero). 
Oleh karena itu untuk mempermudah koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan dibentuk 
Tim Pembina SAMSAT Pusat DAN Provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
masing-masing tiap instansi yang ada di SAMSAT memiliki tugas dan wewenag masing-
masing tiap instansi yang ada di SAMSAT memiliki tugas dan wewenang masing-masing. 
Pihak POLRI memiliki fungsi sebagai pihak yang berwewenang untuk menerbitkan Surat 
Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pihak Badan Pendapatan Provinsi berwenang untuk 
menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBNKB, sedangkan pihak PT Jasa Raharja berwenang untuk mengolah Sumbangan 
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1 Uji Kualitas Data 
4.2.1.1 Uji Validitas 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas Pelayanan 
No Item r-hitung r-tabel Hasil 
1 Pernyataan 1 0,579 0,159 Valid 
2 Pernyataan 2 0,568 0,159 Valid 
3 Pernyataan 3 0,609 0,159 Valid 
4 Pernyataan 4 0,531 0,159 Valid 
5 Pernyataan 5 0,572 0,159 Valid 
6 Pernyataan 6 0,627 0,159 Valid 
7 Pernyataan 7 0,711 0,159 Valid 
8 Pernyataan 8 0,656 0,159 Valid 
9 Pernyataan 9 0,626 0,159 Valid 
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10 Pernyataan 10 0,604 0,159 Valid 
           Sumber Data : Diolah SPSS 23, 2018 
Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat hasil uji validitas Pelayanan ( X) dapat didapatkan r-hitung 
terendah adalah 0,531 (pernyataan ke-4) dan nilai r-hitung tertinggi adalah 0,711 (Pernyataan ke-7) 
lebih besar dari r-tabel = 0,159   ( r-hitung 0,711 > r-tabel 0,159 ). Hasil ini dapat diartikan bahwa 
seluruh butir pernyataaan pada variabel Pelayanan (X) dinyatakan valid ( diterima) dan 
memenuhi syarat untuk dijadikan alat ukur. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas Kemauan 
No Item r-hitung r-tabel Hasil 
1 Pernyataan 1 0,408 0,159 Valid 
2 Pernyataan 2 0,591 0,159 Valid 
3 Pernyataan3 0,586 0,159 Valid 
4 Pernyataan 4 0,643 0,159 Valid 
5 Pernyataan 5 0,659 0,159 Valid 
6 Pernyataan 6 0,636 0,159 Valid 
7 Pernyataan 7 0,730 0,159 Valid 
8 Pernyataan 8 0,702 0,159 Valid 
 Sumber Data : Diolah SPSS 23, 2018 
Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat hasil uji validitas Kemauan ( Y) dapat didapatkan r-
hitung terendah adalah 0,408 (pernyataan ke-1) dan nilai r-hitung tertinggi adalah 0,730 
(Pernyataan7) lebih besar dari r-tabel = 0,159   ( r-hitung 0,731 > r-tabel 0,159 ). Hasil ini dapat 
diartikan bahwa seluruh butir pernyataaan pada variabel Kemauan (Y) dinyatakan valid ( 
diterima) dan memenuhi syarat untuk dijadikan alat ukur. 
 
4.2.1.2 Uji Reliabilitas 
Tabel 4.4 
Uji Realibilitas 
Variabel   Cronbach’Alpha Hasil 
Pelayanan (X) 0,810 Reliabel 
Kemauan (Y) 0,772 Reliabel 
Sumber Data : Diolah SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel 4.4 diatas, didapat nilai koefesien dan nilai alpha untuk variabel 
(X) pada Pelayanan adalah 0,810, dan variabel (Y) pada Kemauan adalah 0,772, Angka alpha 
yang didapat dari variabel-variabel diatas memiliki nilai > 0,60 maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa data variabel kuesioner tersebut reliabel dan peneliian layak dilanjutkan. 
 
 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 
4.2.2.1 Uji Normalitas 
 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Normalitas 
 Unstandardized 
Residual 
N 
157 
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Normal 
Parameters
a,b
 
Mean 
,0000000 
Std. Deviation 2,57971509 
Most Extreme 
Differences 
Absolute 
,118 
Positive ,043 
Negative -,118 
Test Statistic 
,118 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,544 
                 Sumber Data : Diolah SPSS 23, 2018 
  Berdasarkan tabel 4.5 diatas pengujian normalitas distribusi data seperti pada tabel dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Nilai Kolmogrov Smirnov untuk variabel Pelayanan (X) dan Kemauan (Y) sebesar 0,544 > 
0,05, maka dapat dinyatakan berdistribusi normal. Berdasarkan hasil Uji satistik 
Kolmogrov Smirnov pada variabel Pelayanan dan Kemauan, diketahuai bahwa semua 
variabel berdistribusi normal dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengujian regresi 
liner sederhana. 
Sedangkan hasil analisis liner dengan grafik normal P-P Plot yang diperoleh sudah 
menunjukan adanya pola grafik yang normal yaitu adanya sebaran titik yang tidak berada 
jauh dari gadiis diagonal. Hasil pengujian gambar berikut ini : 
  
 
 
 
 
 
 
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas 
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Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 
variabel tidak bebas (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya 
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada 
grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 
diprediksi dan sumbu X adalah residualnya ( Y prediksi – Y sesungguhnya ). Hasil pengujian 
pada lampiran sebagai mana juga pada gambar berikut ini : 
 
 
 Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukan tidak terdapat pola yang jelas dari 
titik-titik tersebut dan titik-titik tersebut menyebar diaatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. 
Hal ini menunjukan bahwa model regresi tidak memiliki gejala heteroskedstisitas yang berarti 
bahwa tidak ada gangguan yang berarti dalam regresi ini. 
 
4.2.3 Uji Hipotesis  
4.2.3.1 Analisis Regresi Linear Sederhana 
Tabel 4.6 
Uji Analisis Regresi Linier Sederhana 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16,765 3,074  5,454 ,000 
PELAYANAN 
SAMSAT 
,425 ,067 ,456 6,380 ,000 
Sumber Data : Diolah SPSS 23, 2018 
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 Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, hasil regresi linier sederhana antara variabel Pelayanan (X 
terhadap Kemauan wajib pajak (Y) diperoleh nilai konstanta sebesar 16,765 koefisien regresi 0,425 
sehingga bentuk persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut : 
     Persamaan regresi : 
Y = 16,765 + 0,425X 
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 
a Konstanta sebesar 16,765 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Kemauan wajib 
pajak adalah sebesar 16,765 
b Koefisien regresi untuk variabel Produk (X) sebesar 0,425 menyatakan bahwa setiap 
penambahan 1% nilai pelayanan, maka nilai kemauan bertambah sebesar 0,425. Koefesien 
regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh variabel X 
terhadap Y adalah positif 
 
4.2.3.2 Uji Statistik t (Parsial) 
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu ( parsial) variabel independen 
(X) secara parsial mempengaruhi variabel dependen (Y) secara signifikan atau tidak. Hasil 
output dari SPSS adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Statistik t (Parsial) 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16,765 3,074  5,454 ,000 
PELAYANAN 
SAMSAT 
,425 ,067 ,456 6,380 ,000 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Hasil uji t menunjukan bahwa variabel Pelayanan (X) memiliki thitung  sebesar 6,380 
dengan nilai signifikasi 0.000< 0.05, maka H0 diterima yang artinya Pelayanan samsat 
ditempat umum (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Kemauan wajib pajak (Y).   
 
4.2.3.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Tabel 4.8 
Hasil Koefisien Determinasi (R2) 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,456
a
 ,208 ,203 2,588 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Berdasarkan hasil tabel 4.8 diatas. Koefisien dterminasi (r
2
) sebesar 0,208. Hasil ini 
menunjukan bahwa Pelayanan mampu menjelaskan atau memiliki pengariuh terhadap Kemauan 
membayar pajak sebesar 20,8% sedangkan sisanya 79,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar yang 
diteliti. 
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4.3  Pembahasan 
4.3.1 Pembahasan Variabel Pelayanan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor 
a. Kualitas Pelayanan 
Berikut ini penulis akan membahas indikator-indikator dari kualitas pelayanan : 
1. Tangibles ( Bukti Langsung) 
Kualitas pelayanan SAMSAT Ditempat Umum Kota Palembang akan langsung terasa 
bagus apabila bukti langsung ini diperhatikan, karena hal ini berhubungan dengan penilaian 
pertama dari masyarakat. Masyarakat yang datang ke SAMSAT Ditempat Umum Kota 
Palembang akan langsung diperhadapkan dengan penilaian fasilitas yang ada, serta 
kebersihan kantor, kenyamanan masyarskat akan langsung terasa. Untuk mengatasi 
kekurangan-kekurangan pada dimensi tangibles (bukti langsung) diperlukan adanya 
penambahan atau pengadaan meja dan kursi, menjaga keberishan kantor, penyediaan 
tempat sampah, memberikan larangan untuk tidak merokok dalam ruangan, terlebih khusus 
bagi para aparat SAMSAT  Kota Palembang. 
2. Reliability ( Kehandalan) 
Tingkat disiplin pegawai sudah baik dalam hal ini dikarenakan adanya tindakan tegas dari 
pimpinan berwenang dalam hal ini diukur dari apabila pegawai datang dengan teratur dan 
tepat waktu, apabila mereka berpakaian serba baik dan tepat pada pekerjaannya dan selesai 
pada waktunya yang telah ditetapkan. Tingkat disiplin pegawai SAMSAT Ditempat Umum 
Kota Palembang hendaknya dipertahankan kedepannya, karena disiplin merupakan 
tindakan yang mampu mengatur dan mengendalikan diri yang menyangkut pengaturan cara 
hidup dan mengatur cara kerja. Maka erat hubungannya antara manusia sukses dengan 
pribadi disiplin. 
3. Responsiveness ( Daya Tanggap) 
Kualitas Pelayanan Di SAMSAT Ditempat Umum Kota Palembang bila dilihat dari 
dimensi daya tanggap sudah baik, dimana pemahaman atau sosialisasi tentang persyaratan 
layanan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor terus dipantau dan 
diperhatikan oleh pegawai SAMSAT Ditempat Umum Kota Palembang sampai pada 
penerbitan dokumen. Selain iitu selebaran-selebaran informasi telah ditempel agar mudah 
dilihat langsung oleh masyarakat, untuk menghindari terjadinya kesalahan jika masyarakat 
melakukan pengurusan administrasi di SAMSAT Ditempat Umum Kota Palembang. 
Transparansi juga telah diterapkan untuk jenis layanan umum, persyaratan, biaya dan lain-
lain baik melalui lisan maupun tulisan. 
4. Assurance ( Jaminan) 
Dimensi jaminan adalah dimensi dari kualitas pelayanan yang berkaitan dengan 
pengetahuan dan keramahan petugas pemberi layanan serta kemampuan mereka untuk 
menginspirasi kepercyaan dan kenyamanan bagi pengguna layanan. Aspek ini salah satu 
yang paling diharapkan masyarakat. Petugas yang ramah akan menjadi salah satu faktor 
pendukung bagi pengguna layanan untuk memberikan penilaian  baik atas pelayanan yang 
disajikan. Persyaratan pelayanan umum sebaiknya tidak dibatasi pada hal-hal yang 
langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran pelayanan karena tetap belum 
memperhatikan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan, masih 
ditemukan adanya pengulangan kelengkapan persyaratan. Diharapkan aparat pemerintah 
dapat lebih konsisten melaksanakan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan masyarakat 
yang dilayani sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan publik yang diterima 
5. Empathy ( Empati) 
Proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan 
dipahami oleh masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, keinginan masyarakat 
adalah dilayani dengan jujur. Oleh karena itu aparatur yang bertugas harus memberikan 
penjelasan dengan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau norma-norma, jangan 
merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan untuk 
mengharapkan imbalan dari masyarakat. Diharapkan bagi para aparat pemerintah 
khususnya SAMSAT Ditempat Umum Kota Palembang untuk dapat lebih meningkatkan 
keramahan dan kualitas dalam melayani masyarakat dalam berbagai kepengurusan, 
sehingga bisa terjalin hubungan yang baik antara aparat pelaksana pelayanan publik dengan 
masyarakat yang melaukan pengurusan pelayanan administrasi pembayaran pajak 
kendaraan bermotor.  
Variabel pelayanan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan 
wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang, hal ini dipandang 
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sebagai sebuah langkah yang mudah bagi wajib pajak karena lokasi dan tempat serta sarana 
pelayanan yang berkualitas menjadi bagian penting dari pelayanan SAMSAT ditempat umum demi 
meningkatkan kualitas pelayanan.  
Pelayanan yang berkualitas adalah memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat 
pengguna layanan, bagi pengguna pelayanan SAMSAT  ditempat umum lokasi dan tempat mudah 
dijangkau serta proses dan prosedur pembayaran yang cepat akan memudahkan wajib pajak dalam 
melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehigga dengan kemudahan yang didapat 
masyarakat atau wajib pajak akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan. Pelayanan dalam 
hal pembayaran pajak kendaraan bermotor akan mendorong tingkat kemauan wajib pajak dalam 
melakukan kewajibannya tepat waktu. Harahap (2004) dalam Supadmi (2010) menyatakan bahwa 
dianutnya system Self Assessment membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap kesadaran wajib 
pajak untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan dalam memenuhi 
kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari Self Assessment System. Akan 
tetapi penerapan system Self Assessment System ini memiliki konsekuensi karena tanggung jawab 
pemungutan pajak langsung diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, maka dari itu tidak 
menutup kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. 
 
b. Kemauan Membayar Pajak 
          Setyonugroho (2014) menyatakan bahwa kemauan membayar pajak dapat diartikan 
sebagai suatu nilai atau tindakan untuk secara sukarela yang dilakukan oleh wajib pajak dengan 
mengeluarkan uang (yang sesuai peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan 
dipergunakan untuk keperluan umum negara dengan mendapatkan suatu timbal balik secara 
langsung dari negara. Kemauan membayar pajak di artikan bahwa wajib pajak rela untuk 
melaksanakan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak. Kemauan seseorang didasari 
pada kesadaran dari dalam diri sendiri. 
Pernyataan hipotesis bahwa  pelayanan samsat ditempat umum (X) berpengaruh 
signifikan terhadap kemauan wajib pajak (Y) pada Kantor Samsat Kota Palembang. Hasil 
Koefisien Determinasi (R
2
) adalah sebesar 0.208 berarti sebesar 20,8% variabel kemauan wajib 
pajak (Y) dipengaruhi oleh pelayanan samsat ditempat umum sedangkan sisanya 79,2% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di analisis dalam uji hipotesis ini seperti kesadaran 
perpajakan, kepuasaan wajib pajak, dll. 
 
c.  Pembahasan Pengaruh Pelayanan SAMSAT Ditempat Umum Terhadap Kemauan Wajib 
Pajak 
Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kemauan pelanggan. 
Kualitas memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin hubungan yang 
kuat dengan instansi/perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan ini memungkinkan 
instansi/perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan konsumen serta 
kebutuhannya. Dengan demikian instansi/perusahaan dapat meningkatkan kepuasaan 
konsumen dan pada gilirannya kemauan tersebut dapat menciptakan kesetiaan/loyalitas 
konsumen. Kualitas layanan dapat diwujudkan dengan memberikan layanan kepada 
konsumen dengan apa yang menjadi harapan konsumen. Ketidakpuasan pada salah satu 
atau lebih dari dimensi layanan tersebut tentunya akan memberikan kontribusi terhadap 
tingkat layanan secara keseluruhan, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas layanan 
untuk masing-masing dimensi layanan harus tetap menjadi perhatian. 
Mengingat pentingnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan salah 
satu faktor yang harus ditumbuhkan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan 
kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang 
berlaku. Ketika seorang wajib pajak telah memiliki dasar dari kesadaran yang kuat bahwa 
setiap warga negara wajib melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai 
peraturan yang berlaku, maka wajib pajak akan merasa tidak terbebani dalam membayar 
pajak. ( Setyonugroho, 2014) 
Walaupun demikian usaha instansi/perusahan dalam meningkatkan kemauan pelanggan 
belumlah maksimal. Ada hal-hal yang lain yang belum mendapatkan perhatian dari 
instansi/perusahanyang juga sangat berpengaruh pada kemauan pelanggan, dari hasil 
analisis yang lebih jauh dan berdasarkan pendapat beberapa hal yang kurang dalam hal 
meningkatkan kemauan pelanggan dan masih perlu diperbaiki antara lain: sosialisasi ke 
masyarakat tentang pelayanan pajak kendaraan bermotor, pajak Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor dan lain-lain. Dalam melakukan pengurusan Balik Nama Kendaraan 
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Bermotor, masyarakat harus senantiasa mengikuti aturan-aturan yang telah diramcang 
sedemikian rupa oleh SAMSAT Ditempat Umum Kota Palembang. 
Pernyataan hipotesis bahwa Pelayanan Samsat ditempat umum mempunyai 
pengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan 
bermotor terbukti. Sesuai dengan hasil uji t menunjukan bahwa variabel Pelayanan Samsat 
di tempat Umum (X) memiliki thitung  sebesar 6,380 dengan nilai signifikasi 0.000 < 0.05, 
maka hipotesis diterima yang artinya pelayanan samsat ditempat umum (X) berpengaruh 
secara signifikan terhadap kemauan wajib pajak. 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
     5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pelayanan 
SAMSAT ditempat umum terhadap kemauan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan 
bermotor di Kota Palembang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SAMSAT di tempat umum 
mempunyai pengaruh terhadap kemauan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak 
kendaraan bermotor terbukti. Ini dikarenkan kualitas pelayanan SAMSAT Kota Palembang sudah 
cukup baik dan telah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga wajib pajak memiliki 
kemauan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah di kemukan diatas, maka peneliti akan menyampaikan 
saran-saran atau sumbangan pemikiran yang kiranya di tanggapi untuk dapat dipertimbangkan 
sebagai bahan masukan bagi SAMSAT Ditempat Umum/SAMSAT Corner sebagai berikut: 
1. SAMSAT Ditempat Umum/SAMSAT Corner Kota Palembang memberikan sosialisasi 
mengenai prosedur pelayanan di Samsat dan penetapan tarif pajak kendaraan bermotor 
secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang 
prosedur dan biaya pelayanan di Kantor Samsat. 
2. SAMSAT Ditempat Umum/SAMSAT Corner Kota Palembang mengadakan survei yang 
berkelanjutan untuk mengetahui tingkat kemauan masyarakat terhadap pelayanan yang 
diberikan di Kantor Samsat, supaya dapat dijadikan sebagai peningkatan kinerja. 
3. SAMSAT Ditempat Umum/SAMSAT Corner Kota Palembang meningkatkan pelayanan 
yang inovatif melalui prosedur yang lebih baik. Untuk meningkatkan pelayanan dapat 
dilakukan dengan menambah jumlah personil yang proporsional antara beban kerja 
peningkatan dan peningkatan fasilitas pelayanan, sehingga pelayanan jasa kepada 
masyarakat dapat lebih cepat, adanya koordinasi yang lebih baik antara petugas dan 
masyarakat. 
4. SAMSAT Ditempat Umum/SAMSAT Corner Kota Palembang membuat inovasi seperti 
pengadaan mobil pelayanan Samsat keliling dalam pengurusan pelayanan pajak kendaraan 
bermotor, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pengurusan.  
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